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PENIPUAN SKEMA PIRAMIDA 
DALAM SISTEM BISNIS 
PENJUALAN LANGSUNG

Oleh : Adhi Santoso Handaru Mukti 

Pembangunan dan perkembangan 
perekonomian pada umumnya dan 
khususnya di bidang perindustrian dan 

perdagangan nasional telah menghasilkan 
berbagai variasi barang dan/atau jasa yang 
dapat dikonsumsi. Di samping itu globalisasi dan 
perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan 
teknologi telekomunikasi dan informatika telah 
memperluas ruang gerak arus transaksi barang 
dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu 
negara, sehingga barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan bervariasi, baik produk luar negeri 
maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang 
demikian pada satu pihak mempunyai manfaat 
bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan 
kebutuhan barang dan/ atau jasa yang diinginkan 
dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar 
kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas 
barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan 
kemampuan konsumen.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku usaha 
dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan 
sekaligus mengembangkan sistem pemasaran 
perusahaan adalah dengan menggunakan sistem 
penjualan langsung/ direct selling. Pengertian 
Sistem penjualan langsung/direct selling menurut 
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 
32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan 
Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem 
Penjualan Langsung Pasal 1 ayat 1 adalah metode 
penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui 
jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh 
mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/
atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada 
konsumen di luar lokasi eceran tetap. 

Perusahaan Direct selling dalam mengembangkan 
bisnis selalu melibatkan mitra usaha selaku 
distributor maupun anggota jaringan. Pengertian 
distributor atau mitra usaha menurut Permendag 
No.32/MDAG/PER/8/2008 berdasarkan Pasal 
1 yaitu : Anggota mandiri jaringan pemasaran 
atau penjualan yang berbentuk badan usaha 
atau perseorangan dan bukan merupakan 
bagian dari struktur organisasi perusahaan yang 
memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa 
kepada konsumen akhir secara langsung dengan 
mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau 
bonus atas penjualan. Mitra usaha dalam direct 
selling memegang peran yang penting karena 
selain berperan dalam pengembangan usaha dan 
promosi melalui mouth to mouth marketing, mitra 
usaha juga memiliki andil dalam pengembangan 
jaringan mitra usaha/ anggota dan sebagai 
konsumen akhir yang membeli dan menggunakan 
produk perusahaan untuk pribadi.  

Berbeda dengan sistem penjualan biasa, sistem penjualan 
langsung memiliki beberapa kelebihan yang menyebabkan banyak 
perusahaan baru menggunakan sistem ini dalam mengembangkan 
bisnisnya:

1. Biaya overhead yang rendah
Dalam dunia penjualan langsung, baik di Indonesia maupun di 
tingkat internasional, dikenal 3 sistem pemasaran, yaitu sistem 
konvensional atau Single Level Marketing, sistem Limited Level 
dan sistem Multi Level atau Multi Level Marketing (MLM). Defi nisi 
MLM/ Pemasaran Berjenjang secara hukum dapat dijumpai dalam 
Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Perdagangan RI No.73/MPP/
Kep/3/2000 tentang Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang adalah 
suatu cara atau metode penjualan secara berjenjang kepada 
konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh 
perorangan atau badan usaha yang memperkenalkan barang dan/
atau jasa tertentu kepada sejumlah perorangan atau badan usaha 
lainnya secara berturut-turut yang bekerja berdasarkan komisi atau 
iuran keanggotaan yang wajar. 

Tidak seperti perusahaan retail, pemasaran dengan MLM tidak 
perlu mengalokasikan dana yang besar dalam advertising untuk 
menarik customer. Sebagai penggantinya, dana dialihkan untuk 
memberikan komisi bagi distributor untuk memasarkan produk ke 
customer tanpa melewati jalur distribusi yang rumit dan nyaris tidak 
mengandalkan promosi.

2. Tim sales dan marketing yang termotivasi.
Berbeda dengan metode pemasaran retail, perusahaan MLM yang 
baik meletakkan etika bisnis sebagai panglima. Keyakinan bahwa 
jiwa perusahaan bukan pada ilmu pemasaran tetapi lebih kepada 
etika bisnis, nilai-nilai, dan motivasi yang menjadi motor penggerak 
bisnis dengan prinsip mouth to mouth marketing. Prinsip tersebut 
dapat menciptakan tim marketing yang solid dan lebih dekat dengan 
konsumen. Bagi jaringan mitra usaha MLM, MLM bisa memberikan 
kesempatan untuk mempunyai sumber penghasilan tambahan yang, 
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Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Pasal 
102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana telah 
diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. 
Adapun ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).

Selain hal tersebut, Penyelundupan juga dapat dilakukan 
dengan melakukan pemalsuan dokumen barang sehingga 
seolah-olah telah terjadi pengiriman barang antar pulau.9 
Atau dengan kata lain, pakaian bekas yang merupakan 
hasil penyelundupan dari luar negeri dikirimkan kembali 
ke pelabuhan-pelabuhan lainnya dengan dengan 
cara memalsukan dokumen. Sebagai contoh, kasus 
penyelundupan pakaian bekas sebayak 34 kontainer yang 
digagalkan oleh Dirjen Bea dan Cukai Jawa Timur dimana 
dokumen barang menyebutkan asal barang berasal dari 
Sulawesi menuju Meratus Prapat Kurung, Surabaya 
padahal pakaian bekas tersebut setelah diteliti berasal 
dari luar negeri .10 Terkait dengan permasalah tersebut, 
pihak yang memalsukan dokumen juga dapat dijerat 
menggunakan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 dengan pidana penjara minimal 
dua tahun dan pidana penjara paling lama delapan tahun 
dan/atau pidana denda minimal seratus juta rupiah dan 
maksimal lima miliar rupiah.

9 Dedy Maryanto di atas no 6.
10  Nurul Arifi n, ‘Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Baju Bekas Senilai Rp3 

Milliar’, okezone.com (online), 10 April 2015 <http://economy.okezone.com/
read/2012/02/22/20/580650/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-baju-bekas-
senilai-rp3-milliar>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penyelundupan pakaian bekas 
merupakan perbuatan melawan hukum atau dengan 
kata lain pakaian bekas hasil penyelundupan tersebut 
merupakan barang illegal. Kemudian timbul permasalahan 
hukum yaitu terkait dengan perdagangan barang illegal 
dalam hal ini terkait dengan pedagang yang membeli 
pakaian bekas dari penyelundup dan kemudian menjual 
pakaian bekas hasil penyelundupan tersebut kepada 
konsumen di Indonesia. 

PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS MENURUT 
KUHP
Pada dasarnya ketentuan tentang pembelian barang hasil 
kejahatan dalam hal ini pakaian bekas hasil penyelundupan 
dapat di kenakan tindak pidana penadahan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 480 dan 481 KUHP. Ketentuan Pasal 
480 KUHP menjatuhkan pidana penjara maksimal selama 
4 tahun dan denda maksimal sembilan ratus rupiah 
dalam hal membeli atau dengan tujuan mencari untung 
menjual suatu barang yang ‘diketahui atau sepatutnya 
harus diduga’ bahwa barang tersebut merupakan hasil 
dari kejahatan. Berdasarkan rumusan delik tersebut, 
terdapat unsur penting yang harus dibuktikan yaitu barang 
tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga hasil dari 
kejahatan. Unsur tersebut bermakna bahwa pedagang 
tidak perlu tahu dengan pasti bahwa pakaian bekas berasal 
dari penggelapan tapi sudah cukup apabila pedagang 
tersebut mengira atau mencurigai bahwa pakaian bekas 
yang dibelinya dari penyelundup.11 Berikutnya, dalam hal 
penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 
dilakukan oleh pedagang sebagai kebiasaan, maka dapat 
dijerat dengan pasal 481 dengan ancaman pidana penjara 
maksimal tujuh tahun.

MENURUT UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dari persepektif perlindungan konsumen, bahwa tidak ada 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara 
khusus melarang pedagang untuk menjual barang bekas 
baik yang berasal dari hasil kejahatan. Namun demikian, 
dalam rangka untuk melindungi konsumen, Pasal 8 ayat (2) 
UUPK mengatur larangan bagi pedagang untuk menjual 
barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa 

11  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Ko-
mentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politea, 1991) 314.
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Menteri Perdagangan  bahwa “Industri garmen dalam 
negeri pasti akan kena imbas dari masuknya pakaian 
bekas secara ilegal ini. Bisa dibayangkan kalau industri 
garmen dalam negeri sampai tutup gara-gara beredarnya 
pakaian bekas dengan harga murah ini, berapa tenaga 
kerja yang akan dirugikan,”.4 

Uraian tersebut menggambarkan bahwa perdagangan 
pakaian bekas menjadi pro dan kontra di masyarakat. Di 
satu sisi memberikan keuntungan bagi beberapa pihak 
khususnya pedagang dan/atau sebagian konsumennya, 
namun di sisi lain bisnis tersebut juga menimbulkan efek 
negatif jika dilihat dari sisi kepentingan produsen pakaian 
dalam negeri ataupun kemungkinan bagi kesehatan 
konsumen. Nampaknya pemerintah mengambil posisi 
cenderung untuk mendorong dan mengefektifkan 
pelarangan penjualan pakaian bekas yang berasal dari 
luar negeri (penyelundupan).5 Sehubungan dengan 
hal tersebut, menarik untuk di kaji apakah transaksi 
perdagangan yang dilakukan dalam hal ini apakah impor 
sampai dengan penjulan kepada konsumen bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
IMPOR PAKAIAN BEKAS MENURUT UU 
PERDAGANGAN
Impor pakaian bekas dilarang oleh peraturan perundang-
undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan 
Pasal 47 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan, ayat (1) yang menyatakan bahwa pada 
prinsipnya barang wajib di Impor dalam keadaan baru. 
4 Hendri Kremer, ‘Kemendag Dukung Pemberantasan Penyelundup’, Media 

Indonesia (online), 10 April 2015 <http://www.mediaindonesia.com/mipagi/
read/9592/Kemendag-Dukung-Pemberantasan-Penyelundup/2015/03/23>

5 Dewi Rachmat Kusuma,’Mulai 2016, Perdagangan Pakaian Bekas Impor 
Dilarang’, Detik.com (10 April 2015) <http://fi nance.detik.com/read/2015/0
3/15/143713/2859115/4/mulai-2016-perdagangan-pakaian-bekas-impor-
dilarang>.

Selanjutnya ayat (2) dan (4) mengecualikan ketentuan 
pada ayat (1) dengan menyebutkan bahwa Kementerian 
Perdagangan di beri kewenangan untuk menentukan 
barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru 
melalui penerbitan Peraturan Menteri. Selain hal tersebut, 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, juga telah 
mengatur ketentuan yang serupa dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan 
(4). Dengan kata lain, pakaian bekas bukan merupakan 
salah satu barang bekas yang dapat di impor  karena tidak 
ada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengecualikan 
pakaian bekas sebagai barang yang boleh di Impor.

Terhadap importir yang melakukan pelanggaran 
melakukan impor barang bekas baik sebelum atau 
sesudah diberlakukan UU Perdagangan dapat dikenakan 
sanksi administrasi berupa pencabutan izin yang terkait 
dibidang impor, hal tersebut sebagaimana dinyatakan 
dalam ketentuan dalam Pasal 12 Permendag Nomor 
54 Tahun 2009. Adapun untuk importir yang melakukan 
impor pakaian bekas yang dilakukan setelah UU 
Perdagangan berlaku dapat dijerat dengan perbuatan 
pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 UU 
Perdagangan dengan dipidana penjara paling lama lima 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar 
rupiah. Berdasarkan hal tersebut, Kemudian timbul 
pertanyaan dari mana pakaian bekas tersebut berasal? 
Jika dilihat dari tempat memperolehnya, secara garis besar 
ada dua cara pakaian bekas tersebut berasal, yaitu luar 
negeri dan domestic. Namun demikian, dalam artikel ini 
akan dibahas pakaian bekas yang berasal dari luar negeri 
khususnya terkait dengan penyelundupan sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang Kepabeanan karena tidak 
ada aturan yang melarang perdagangan untuk pakaian 
bekas yang berasal dari dalam negeri.

MENURUT UU KEPABEANAN
Terkait dengan pakaian bekas yang berasal dari luar 
negeri, sebagaimana dijelaskan di atas secara hukum 
sudah tidak dimungkinkan melalui mekanisme impor. 
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa 
pakaian bekas berasal dari luar negeri merupakan hasil 
dari penyelundupan dari pelabuhan tidak resmi yang 
kurang mendapatkan pengawasan dari pihak Bea dan 
Cukai.6 Menurut catatan dari Dirjen Bea dan Cukai kasus 
penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri mengalami 
peningkatan 100% dari 11 kasus pada tahun 2013 menjadi 
22 kasus pada tahun 2014.7 Adapun dari kasus tersebut, 
Kepulauan Riau menjadi tempat yang paling sering terjadi 
kasus yaitu 6 kali pada tahun 2013 dan 12 kasus pada tahun 
2014, sedangkan sisanya sebagian besar terjadi di pesisir 
pantai Sumatera khususnya bagian Timur.8 Terhadap 
penyelundupan pakaian bekas tersebut dapat dikenakan 
6 Dedy Maryanto, ‘Jalur Masuk dan Penyebaran Baju Bekas Impor’, varia.

id (online), 10 April 2015 <http://www.varia.id/2015/02/25/jalur-masuk-dan-
penyebaran-baju-bekas-impor/>.

7 Wiji Nurhayat, ‘Kasus Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Melonjak 100%’, 10 
April 2015, detik.com (online) <http://fi nance.detik.com/read/2015/02/05/152259
/2824675/4/kasus-penyelundupan-pakaian-bekas-impor-melonjak-100>.

8 Ibid.
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jika disertai dengan kerja keras, bisa menjadi sumber penghasilan 
yang cukup signifi kan.  

3. Tingkat pertumbuhan usaha yang tinggi
Perusahaan MLM yang ideal memiliki manajemen mitra usaha dan 
sistem pemasaran yang baik, serta dapat berkembang dengan 
tingkat pertumbuhan 20%, 50%, bahkan lebih dari 100% setiap 
bulan.

Namun demikian di Indonesia saat ini telah berkembang MLM ilegal 
menggunakan skema Piramida. Skema piramida ini secara sepintas 
mirip Multi Level Marketing dan cukup banyak orang telah melibatkan 
diri sebagai anggota, lebih tepat disebut bahwa sistem ini berkedok 
Multi Level Marketing. Pengertian dari MLM ilegal tersebut tidak 
disebutkan secara langsung di dalam Permendag RI No. 32 Tahun 
2008, akan tetapi dengan menggunakan istilah pemasaran jaringan 
terlarang kita dapat mengetahuinya. Pemasaran jaringan terlarang 
menurut Pasal 1 angka 12 Permendag RI No. 32 Tahun 2008 
adalah kegiatan usaha dengan nama atau istilah apa pun dimana 
keikutsertaan mitra usaha berdasarkan pertimbangan adanya 
peluang untuk memperoleh imbalan yang berasal atau didapatkan 
terutama dari hasil partisipasi orang lain yang bergabung kemudian 
atau sesudah bergabungnya mitra usaha tersebut, dan bukan dari 
hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa. 

Dalam direct selling tradisional, distributor/ mitra usaha membeli 
barang dari supplier dengan harga grosir, kemudian selisih dari 
penjualan barang harga retail dengan harga grosir menjadi 
keuntungan bagi distributor. Namun dalam kasus sistem piramida, 
produk perusahaan (yang benar-benar dijual ke publik) hanya 
terjual dalam jumlah yang kecil atau bahkan sebenarnya tidak ada 
produk yang terjual sama sekali.

Dalam kasus ini penjualan produk hanya digunakan sebagai 
kamufl ase untuk menjalankan sistem piramida. Keuntungan besar 
yang dijanjikan kepada mitra usaha tidak berasal dari penjualan 
langsung produk namun dari komisi yang didapat dari perekrutan 
dan penjualan yang dilakukan oleh anggota baru, adanya produk 
yang dijual hanya digunakan untuk menutupi skema perputaran 
uang “money game”. Dalam prakteknya 40%-50% dari uang 
pendaftaran atau pembelian produk oleh anggota baru secara 
sistematis menjadi komisi bagi anggota yang mendaftar terlebih 
dahulu sehingga menyebabkan anggota yang berada di level teratas 
“top upline” menerima keuntungan yang besar dari hasil komisi 

setiap pembelian/ pendaftaran anggota-anggota 
baru dibawahnya meskipun dia tidak melakukan 
penjualan produk sama sekali. Dalam MLM ilegal 
produk dijadikan sebagai kedok untuk menutupi 
niat tidak baik perusahaan dalam menghimpun 
dan mengolah dana masyarakat secara ilegal, 
padahal perusahaan yang oleh Undang-Undang 
diperbolehkan menghimpun dan mengelola 
dana-dana masyarakat hanyalah yang bergerak 
dibidang  perbankan, pasar modal, dan asuransi. 
Skema piramida adalah kegiatan perdagangan 
yang ilegal sebagaimana dilarang dalam Pasal 
9 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang 
Perdagangan yang menyebutkan:

“Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan 
sistem skema piramida dalam mendistribusikan 
Barang.”

Skema piramida sangat merugikan, sebagian 
besar orang yang terjebak dalam praktek ini 
mengalami kerugian uang dalam jumlah yang 
besar bahkan tidak sedikit korban mengalami 
krisis keungan. 

Bagaimana mengidentifi kasi 
skema piramida?
Sistem pemasaran MLM memiliki perbedaan 
yang jelas dengan skema piramida. Apabila 
besarnya profi t yang diterima oleh mitra usaha 
berasal dari penjualan produk yang dia jual ke 
publik maka perusahaan tersebut menerapkan 
sistem MLM yang legal. Namun apabila 
besarnya profi t yang diterima tergantung dari 
banyaknya member yang berhasil dia rekrut dan 
produk yang dijual ke member baru tersebut, 
maka kemungkinan besar perusahaan tersebut 
menggunakan skema piramida.

Secara umum perbedaan sistem MLM yang 
baik dengan skema piramida berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
adalah sebagai berikut:
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No Good Multi Level marketing Ilegal MLM - Pyramid Scheme

1 Sudah dimasyarakatkan dan diterima hampir di seluruh 
dunia

Ilegal dan dilarang menurut Undang-Undang (Pasal 9 
Undang-Undang Perdagangan)  

2 Perusahaan memegang ijin usaha penjualan langsung – 
Surat ijin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL) dll

Perusahaan tidak memiliki SIUPL atau ijin usaha lain 
yang diperlukan

3 Semua Mitra usaha memiliki peluang yang sama untuk 
berpenghasilan  tinggi

Hanya menguntungkan bagi orang-orang yang pertama 
atau lebih dulu bergabung sebagai anggota, atas kerugian 
yang mendaftar belakang

4 Anggota memperoleh keuntungan berdasarkan volume 
penjualan produk

Keuntungan anggota ditentukan dari seberapa banyak 
ybs merekrut orang lain yang menyetor sejumlah uang 
sampai terbentuk satu format Piramida

5 Seorang anggota hanya mendapatkan satu keanggotaan 
dan tidak boleh lebih

Setiap orang boleh menjadi anggota berkali-kali (membeli 
beberapa KAVLING)

6 Biaya pendaftaran wajar sesuai dengan nilai starter kit 
yang diperoleh

Biaya pendaftaran anggota sangat tinggi, sehingga 
mendorong anggota untuk merekrut anggota baru agar 
mendapat keuntungan

7 Setiap Mitra Usaha dilarang menumpuk barang (Inventory 
Loading) barang harus disalurkan/ dijual kepada 
konsumen akhir

Setiap anggota untuk mencapai target penjualan 
dianjurkan menjadi anggota baru berkali-kali dan 
menimbun produk sebanyak-banyaknya tanpa perlu 
disalurkan/ dijual ke konsumen akhir

8 Perusahaan menjalankan Program pembinaan mitra 
usaha

Tidak ada program pembinaan karena yang diperlukan 
hanya rekruting saja

9 Program pemasaran (Marketing Plan) sederhana dan 
transparan dari perusahaan sampai dengan kepada 
konsumen akhir.

Program pemasaran membingungkan, anggota biasanya 
selalu diyakinkan atas kelegalan bisnisnya dengan tujuan 
saling memperdaya anggota lain untuk menutupi tujuan 
skema piramida

10 Produk yang dijual berkualitas dan dipasarkan dengan 
asal-usul dan informasi yang benar, jelas, dan jujur, 
dengan kegunaan/khasiat yang masuk akal dan biasanya 
memiliki sertifi kasi dari badan resmi (Label Kemendag, 
BPOM, dll)

Produk dipromosikan secara berlebihan dengan 
kegunaan/ khasiat diluar nalar logika umum, produk 
masih diragukan kegunaan/kualitasnya dan biasanya 
tanpa disertai sertifi kasi dari badan resmi (menggunakan 
sertifi kasi palsu)

11 Perusahaan memberi kompensasi berupa ganti rugi 
dan/atau penggantian hingga pembelian kembali atas 
produknya apabila produk tidak berhasil terjual atau 
kegunaanya tidak sesuai dengan yang diinformasikan

Perusahaan tidak memberi kompensasi/ jaminan atas 
peredaran produknya menyebabkan barang yang tidak 
terjual ke konsumen banyak ditimbun oleh anggota 

Melindungi Investasi bisnis dari Skema Piramida
Dalam rangka menertibkan lalu lintas perdagangan langsung 
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan 
telah melakukan upaya sosialisasi dan pengawasan terhadap 
praktek direct selling ilegal salah satunya adalah dengan 
menjalin kerjasama dengan asosiasi pelaku usaha seperti 
APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia). Selain 
memberikan bimbingan kepada anggota asosiasi dan 
konsumen terkait proses bisnis penjualan langsung yang 
baik APLI juga diberikan tugas untuk memberikan masukan 
kepada Pemerintah terkait marketing plan mencurigakan 
yang dilakukan oleh Perusahaan Penjualan Langsung yang 
beroperasi di Indonesia. 

Umumnya promotor skema piramida adalah ahli psikologi 
kelompok. Pada acara perekrutan anggota baru, mereka 
menciptakan suasana hingar-bingar dan antusias dimana 
terjadi tekanan kelompok serta janji-janji kemudahan 
memperoleh uang, sehingga menimbulkan kekhawatiran 
bagi seseorang akan hilangnya suatu peluang bisnis yang 

menguntungkan dengan usaha yang kecil. Pertimbangan-
pertimbangan serta pertanyaan calon anggota diabaikan. 
Sulit sekali bertahan untuk tidak tergoda kecuali peserta 
benar-benar yakin bahwa konsep ini menjebak mereka. 

Masyarakat sebagai calon konsumen dan calon distributor 
harus meningkatkan kewaspadaan dan teliti sebelum 
membeli produk dan bergabung ke perusahaan penjualan 
langsung untuk menghindari terjebak dalam perusahaan 
MLM ilegal. Selain itu, masyarakat harus berhati-hati dan 
meningkatkan rasa curiga terhadap model investasi yang 
dapat mendatangkan untung yang besar dalam jangka 
waktu yang singkat agar tidak terjebak didalam bisnis 
money game. Dalam situsnya APLI menerangkan beberapa 
poin untuk mengidentifi kasi perusahaan penjualan langsung 
yang berindikasi menjalankan praktek piramida, oleh karena 
itu sebelum anda memutuskan untuk berinventasi dalam 
suatu bisnis multi level luangkanlah sedikit waktu untuk 
mengidentifi kasi model bisnis penjualan langsung seperti 
yang diterangkan dalam gambar sebagai berikut.
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ABSTRAKSI
Artikel ini menganalisis ketentuan hukum di Indonesia 
terkait degan perdagangan pakaian bekas yang berasal 
dari luar negeri yang berasal dari penyelundupan 
(impor) sampai dengan penjualan ke konsumen di 
Indonesia. Pertama, kajian akan dilakukan terhadap 
ketentuan yuridis importasi pakaian bekas dengan 
menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) 
dan Peraturan Menteri yang mengatur di bidang 
perdagangan. Kedua, pembahasan dilakukan terkait 
dengan importasi pakaian bekas dari sudut pandang 
hukum kepabeanan dengan menggunakan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketiga, analisis 
hukum dilakukan terkait dengan ketentuan pidana 
dalam perdagangan pakaian bekas dilakukan di dalam 
negeri dengan menggunakan dasar hukum Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keempat 
dan terakhir, fenomena pakaian bekas ini akan dikaji 
dari perspektif hukum perlindungan konsumen. 

PENDAHULUAN
Sampai saat ini, perdagangan pakaian bekas yang berasal 
dari luar negeri nampaknya menjadi sebuah kegiatan 
bisnis menguntungkan dan menggiurkan berbagai pihak. 
Hal tersebut didasarkan pada besarnya keuntungan yang 
didapat oleh penjual,1 sedangkan bagi konsumen khususnya 
yang berpendapatan menengah kebawah, harga yang relatif 
murah dan model yang beragam menjadi alasan yang masuk 
akal.2  Kegiatan bisnis tersebut nampaknya tidak lepas dari 
perhatian Kementerian Perdagangan yang dalam salah satu 
Siaran Pers tanggal 4 Februari 2015 menyatakan bahwa 
pakaian bekas yang beredar di pasar yang ditengarai berasal 
dari luar negeri mengandung berbagai bakteri dan jamur 
yang berbahaya bagi kesehatan.3 Selain hal itu, menurut 
1 ‘Menangguk Untung dari Baju Bekas Impor’, Kompas (online), (21 April 2015) 

<http://regional.kompas.com/read/2008/09/25/09275520/menangguk.untung.dari.
baju.bekas.impor>.

2 Feby Dwi Sutianto, ‘Klaim Pedagang Pakaian Bekas Impor: Pembeli dari Kalangan 
Atas Hingga Artis’, Deti k.com (online), (21 April 2015) <htt p://fi nance.deti k.com/rea
d/2015/02/04/152520/2823522/4/klaim-pedagang-pakaian-bekas-impor-pembeli-dari-
kalangan-atas-hingga-arti s>.

3 Kementerian Perdagangan, ‘Siaran pers: Pakaian Bekas Mengandung Ribuan 
Bakteri, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen’, (4 Februari 
2015) <http://ditjenspk.kemendag.go.id/fi les/pdf/2015/03/02/pakaian-bekas-
mengandung-ribuan-bakteri-kemendag-intensifkan-publikasi-kepada-konsumen-
id0-1425263897.pdf>.

PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS 
DARI LUAR NEGERI: 
SEBUAH TINJAUAN YURIDIS
Oleh   : Didit Akhdiat Suryo
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dimana pengawasannya meliputi pengadaaan 
minuman asal impor dan produksi dalam negeri serta 
peredaran dan penjualannya. 

Tidak jauh berbeda dengan Keputusan Presiden No 
3 Tahun 1997, Peraturan Presiden No 74 Tahun 2014 
mengatur bahwa Produksi Minuman Beralkohol hanya 
dapat diproduksi oleh produsen yang telah memiliki izin 
usaha industri dari instansi yang terkait  dan Minuman 
beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memperoleh 
izin edar dari instansi yang berwenang serta impor 
Minuman Beralkohol dan perdagangannya hanya 
dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin 
dari Kementerian Perdagangan. Salah satu substansi  
baru yang diatur didalam Peraturan Presiden No 74 
Tahun 2014 adalah adanya ketentuan mengenai 
standar mutu produksi dan standar keamanan pangan 

yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang 
bagi Minuman Beralkohol asal Impor dan produksi 
dalam negeri hal ini dimaksudkan untuk melakukan 
pembatasan terhadap Minuman Beralkohol dan dalam 
upaya melakukan perlindungan terhadap konsumen di 
Indonesia, selain hal tersebut terdapat juga ketentuan 
kewajiban untuk mencantumkan label sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang pangan. 
Pencantuman label ini juga memiliki maksud sebagai 
upaya melakukan pembatasan dan pengendalian 
terhadap Minuman Beralkohol yang beredar sehingga 
tidak merugikan konsumen yang kelak akan meminum 
Minuman tersebut.

Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Golongan 
B dan Golongan C pada Peraturan Presiden ini dapat 
dilakukan di:
• Hotel, bar dan restoran yang yang memenuhi 

persayaratan dan izin dari instansi yang berwenang 
di bidang kepariwisataan.

• Toko Bebas Bea, dan

• Tempat tertentu yang ditetapkan bupati/walikota 
dan gubernur untuk Daerah Khusus Ibu Kota 
Jakarta yang tidak berdekatan dengan tempat 
peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Mengingat kondisi Indonesia yang berbeda pada saat 
pemberlakuan Keputusan Presiden No 3 Tahun 1997 
masih terpusat, dengan saat Pemberlakuan Peraturan 
Presiden No 74 Tahun 2013 yang telah menganut 
otonomi daerah, Peraturan Presiden No 74 Tahun 2014 
berdasarkan pertimbangan perbedaan karakterikstik 
daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah 
daerah untuk melakukan pembatasan terhadap 
tempat-tempat penjualan minuman beralkohol dan 
Pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian 
dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan 
penjualan Minuman Beralkohol tradisional untuk 
kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan.

Dengan adanya Peraturan Presiden No 74 Tahun 2014 
yang mulai berlaku pada tanggal 6 Desember tahun 
2013, pengaturan keberadaan Minuman Beralkohol 
sebagai komoditi yang diawasi menjadi jelas dan 
memiliki dasar hukum. Dengan adanya dasar hukum 
yang jelas sebagai barang dalam pengawasan 
maka instansi yang terkait dengan komoditi ini dapat 
mengatur lebih lanjut mengenai produksi, pengadaan 
asal impor, peredaran dan penjualan dari komoditi ini 
agar kemudian tidak ada kerugian yang ditimbulkan 
kepada masyarakat Indonesia
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If it’s too good to be true, 
then it probably is
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